
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

MENGINGAT 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang­ 
Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara 
Negara wajib melaporkan dan mengumumkan 
kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; 

b. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu kerjasama sinergis 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal 
kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara 
Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Gunungsitoli; 

MENIMBANG 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI 
NOMOR 52 TAHUN 2017 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

SALIN AN 



LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 
DI NEGARA PENYELENGGARA KEKAYAAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA MENETAPKAN 

MEMUTUSKAN : 

Pemerintah Daerah; 
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

SE/08/01/ 10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

Laporan Harta 
di Lingkungan 

Kembali Penyampaian 
Penyelenggara Negara 

Penegasan 
Kekayaan 

Nomor 
ten tang 

Negeri 
2016 

Dalam 
28 April 

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Edaran Menteri 
700/1590/57 tanggal 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5698); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 



Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Gunungsitoli. 
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Gunungsitoli. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di 
lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang 
menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah 
setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya 
dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

9. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh 
Pejabat Penyelenggara Negara beserta istri dan anak 
yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta 
bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak 
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh 
sebelum, selama dan setelah memangkujabatan. 

10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk 
selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam 
bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya ten tang uraian 
dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data 
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data 
lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

11. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan 
secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Negara kepada KPK. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 



(1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan 
LHKPN. 

Pasal 4 

BAB IV 
PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB 

MELAPORKAN LHKPN 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang: 
(1) Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN 
(2) Pengelolaan LHKPN 
(3) Sanksi 
(4) Pembiayaan 

Pasal 3 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah 
agar setiap Penyelenggara Negara menyampaikan 
LHKPN. 

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan 
Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas 
umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela 
lainnya. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

ditunjuk oleh 
e-LHKPN di 

ditunjuk oleh 
e-LHKPN di 

LHKPN oleh 

LHKPN oleh 

12. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan 
oleh Walikota untuk menyampaian dan mengumumkan 
harta kekayaannya. 

13. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan 
mengkoordinasikan LHKPN. 

14. Pendaftaran adalah penyampaian 
Penyelenggara Negara kepada KPK. 

15. Pengumuman adalah pengumuman 
Penyelenggara Negara kepada publik. 

16. Admin Instansi adalah pegawai yang 
instansi untuk mengelola aplikasi 
lingkungan instansinya. 

17. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang 
instansi untuk mengelola aplikasi 
lingkungan unit kerjanya. 



(l} LHKPN disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola 
LHKPN pada Inspektorat Kota Gunungsitoli. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 
a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat 

elhkpn@kpk.go.id ; atau 
b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk 

kemudian dikirimkan melalui email 
elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 
(baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam 
bentuk file excel yang telah disimpan dalam media 
penyimpanan data. 

(3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara 
menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) 

Pasal 5 

BABV 
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagai berikut: 
a. W alikota; 
b. Wakil Walikota; 
c. Pejabat Tinggi Pratama setara dengan Pejabat 

Struktural Eselon II; 
d. Pejabat Kepala Perangkat Daerah; 
e. Pejabat Bendahara Umum Daerah; 
f. Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah; 
g. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran; 
h. Pejabat Fungsional Auditor; 
1. Pejabat Pembuat Komitmen (kegiatan fisik); 
J. Pejabat Bendahara Penerimaan; 
k. Pejabat Bendahara Pengeluaran; 
1. Panitia Pengadaan / Pokja ULP; 
m. penyelenggara negara tertentu atas permintaan 

KPK. 
(3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib menyampaikan kepada KPK selambat­ 
lambatnya 2 (dua} bulan setelah : 
a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; 
b. mengalami promosi atau mutasi; 
c. mengakhiri masa jabatan; 
d. menduduki jabatan yang sama setelah 2 (dua) 

tahun berturut-turut. 
(4) KPK berhak merninta LHKPN setiap Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli 
sewaktu-waktu tanpa harus menunggu waktu yang 
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 



(1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja 
Pengelola Aplikasi e-LHKPN. 

(2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) bertugas: 
a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib 

LHKPN; 
b. Membuat / Update daftar wajib lapor; 
c. Melakukan pendampingan pengisian/ e-filling; 
d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing 

SKPD /Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan 
kepada Admin Instansi. 

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di 
masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Pasal 7 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengurusan LHKPN 
dibentuk Tim Pengelola LHKPN dengan susunan 
keanggotaan yang dibentuk berdasarkan Surat 
Keputusan W alikota. 

(2) Tim Pengelola LHKPN dibantu oleh Sekretariat LHKPN 
yang berkedudukan pada Inspektorat Kota 
Gunungsitoli. 

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun daftar nama-nama Penyelenggara 

Negara yang wajib lapor/mengisi LHKPN; 
b. Menghimpun dan mengkoordinir kelancaran 

pelaksanaan serta pengolahan LHKPN bagi wajib 
lapor yang menyerahkan ke Sekretariat LHKPN; 

c. Melaksanakan pengadministrasian LHKPN meliputi 
ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan; 

d. Menerima dan mendistribusikan LHKPN; 
e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota 

Gunungsitoli. 

Pasal 6 

BAB VI 
PENGELOLAAN LHKPN 

tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) disampaikan dalam jangka waktu paling lam bat 
tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 



(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui 
proses sebagai berikut: 
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 

(tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu 
surat selama 1 (satu) bulan; 

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan 
LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut 
diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 
8 ayat (2). 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu 
oleh Inspektorat Kota Gunungsitoli sesuai dengan 
prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak 
mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam 
rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang 
ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penjatuhan Sanksi 

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri 
Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat 
berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) terdiri dari : 
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 

(tiga) tahun; dan/ a tau 
b. Pembebasan dari jabatan. 

Pasal 8 

18agian Kesatu 
Sanksi Bagi Yang Tidak Menyampaikan LHKPN 

BAB VII 
SANKS I 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NO MOR 52 

AGUSTINUS ZEGA 

ttd 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 14 September 2017 
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, 

LAKHOMIZARO ZEBUA 

ttd 

Ditetapkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 14 September 201 7 
WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan 
mengundangkan Peraturan W alikota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli. 

tanggal Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 
diundangkan. 

Pasal 11 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Segala biaya yang timbul pada kegiatan Tim Pengelola 
LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Gunungsitoli. 

Pasal 10 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 



Salinan sesuai dengan aslinya 
~LA ~IAN HUKUM, 

___ S-r-(: - --------- ORAN I WILFRID LASE, SH 
PENATATK. I 
NIP. 19700424 200112 1 002 

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 52 

AGUSTINUS ZEGA 

ttd 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 14 September 2017 
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, 

LAKHOMIZARO ZEBUA 

ttd 

Ditetapkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 14 September 2017 
WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan 
mengundangkan Peraturan W alikota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli. 

tanggal Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 
diundangkan. 

Pasal 11 

BAB IX 
KETENTUANPENUTUP 

Segala biaya yang timbul pada kegiatan Tim Pengelola 
LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Gunungsitoli. 

Pasal 10 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 


